BUPATI TﬁHﬁH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR ' TAHUN 2018

TERTANG

PEMBENTUEKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dengan adanva perubahan nomenklatur beberapa

satuan pendidikan berdasarkan Keputusan kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayvaan Kabupaten Tanah Laut
Nomor ;| 219 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018

tentang Perubahan Satuan Pendidikan Pada Dinas
Pendidikan dan Kebudavaan Kabupaten Tanah Laut,
maka perlu dilakukan perubahan nomenklatur Unit

Pelaksana Teknis Daerah satuan pendidikan pada Dinas
Pendidikan dan Kebudavaan Kabupaten Tanah Laut;

b. bahwa  berdasarkan lampran Peraturan Menter
Pendidikan dan Kebudavaan Nomor 16 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Pedoman  Organisasi Perangkat Daerah Bidang
Pendidikan dan Kebudayvaan, bahwa dalam hal Bupati
dengan pertimbangan tertentu, membutuhkan unit
kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan
administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya,
maka Bupati dapat membentuk Koordinator Wilayah
Kecamatan sebagai unit kerja nonstruktural vang
dipimpin oleh seorang Koordinator yang pembentukannya
sckaligus dimuat dalam Peraturan Bupati tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah:

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut:




Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah

Tingkat [l Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

| 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1959 [Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 1820]) tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

£Z. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyvelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas dan
horupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

51p1l Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36

Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah:

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017

Uinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);




9. Taman Kanak-Kanak vang selanjutnya disingkat TK
adalah Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut.

10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah
Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanah Laut.

11. Sekolah Menengah Pertama vang selanjutnya disingkat
SMFP adalah Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit

Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan
hebudayaan.

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
flungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini membentuk:
1) UPTD Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan
dan Kebudavaan, vaitu:
a. UFTD Tk;
b. UPTD SD; dan
c. UPTD SMP.
2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan,
yaltu:
4. RKoordinator Wilayah Kecamatan  Bidang
Pendidikan Kecamatan Pelaihari:
Koordnator  Wilayah Kecamatan Bidang
Pendidikan Kecamatan Kintap,
Roordinator Wilayah  Kecamatan Bidang
Pendidikan Kecamatan Jorong;
d. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang
Pendidikan Kecamatan Batu Ampar;
Koordinator ~ Wilayah Kecamatan Bidang
Pendidikan Kecamatan Panyipatan:
[. Koordinator Wilayah Kecamatan
Pendidikan Kecamatan Takisung:
Koordinator Wilayah  Kecamatan

b.

Bidang

Bidang

Bidang
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Tanah Laut Nomor 25):

10. Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 66 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kena Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan Kabupaten Tanah Laut (Benta Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUEAN,

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PENDIDIEAN DAN KEBUDAYAAN

EABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I
EETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemenntahan Daerah adalah penvelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnyva dalam sistemn dan prinsip Negara Kesatuan

Kepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.

6. Dmnas Pendidikan dan Kebudavaan adalah Dinas
FE'ﬂd.ldlkﬂﬂ dan Kebudayvaan Eﬁhupat:n Tarmh Laut

i =




i. Koordinator Wilayah Kecamatan  Bidang
Pendidikan Kecamatan Bumi Makmur;

j. Koordinator Wilayah Kecamatan  Bidang
Pendidikan Kecamatan kurau; dan

k. Koordinator Wilayah Kecamatan  Bidang
Pendidikan Kecamatan Bajuin.

(2] Daftar UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) tercantum dalam Lampiran [V, Lampiran V
dan Lampiran VI yang merupakan bagan tdak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Kepala
vang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Koordinator Wilayah Kecamatan merupakan unit kerja
nonstruktural yang dipimpin oleh seorang koordinator
vang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(2]

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
UPTD TK

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD TK terdiri atas:

a. UPTD TK;

b. Urusan Tata Usaha; dan

¢. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2] Bagan Struktur Organisasi UPTD TK sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan darn Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Pasal 6
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(1) UPTD TK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

belajar mengajar, pembinaan personil, sarana prasarana

dan kurikulum pendidikan TK.

(2] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
avat (1), UPTD TK mempunyai fungsi:

a. penvusunan kebijakan operasional pengelolaan
UPTD TK;

b. pengumpulan, pengolahan data dan informas,
inventarisasi permasalahan-permasalahan  serta
pelaksanaan pemecahan  permasalahan  vang
berhubungan dengan tugas-tugas pengelolaan UFTD
TK;

€. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pengevaluasian dan pelaporan kegiatan UPTD TK;

d. penyviapan bahan kebijakan, bimbingan dan
pembinaan serta petunjuk teknis sesual bidang

tugasnva,
penyelenggaraan  proses pembelajaran  sesuai
ketentuan berlaku;

f. penyvelenggaraan evaluasi hasil belajar peserta didik;

g. penyediaan sarana dan fasilitas belajar; dan

h. pengelolaan urusan ketatausahaan.

(3] Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sebagal benkut:
a. menvusun kebjjakan operasional pengelolaan UPTD
TR,

b. menetapkan perencanaan kinerja UPTD TK
berdasarkan HRencana Strategis/Rencana Kerja
Dinas,

c. melaksanakan kebijakan umum dan teknis serta

mengkoordinasikan kegiatan dalam Pendidikan TK

sesuai dengan kebijakan Dinas dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan vang berlaku;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan
program dan rencana UPTD TK;

e. menghimpun dan mengolah data serta informasi
vang berhubungan dengan UPTD TK;

f. menviapkan bahan dan melaksanakan hubungan
kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam
rangka penvelenggaraan kegatan UFTD TK;

g. menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai
dengan ketentuan vang berlaku;

h. mengoordinasikan penyelenggaraan monitoring dan
evaluas: dimdang pelayvanan pendidikan TK;

i. melaksanakan fasilitasi pelatihan teknis pendidik;

j- menyelenggarakan kebijakan teknis kegiatan belajar
mengajar, pembinaaan tenaga edukatif dan non
edukantf, pengelolaan sarana prasarana dan
kurikulum dalam wilayah kerjanya;




k. membimbing, membina dan mengawast kegatan
belajar mengajar dan pengelolaan sarana prasarans
UPTD TK guna meningkatkan efektivitas dan
efimensi pelayanan di bidang pendidikan,

. melaksanakan koordinasi dengan stakeholder dalam

rangka peningkatan mutu pendidikan Tk,

melaksanakan sosialisasi program kegiatan sekolah;

melaksanakan evaluam hasil belajar peserta didik;

melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestass
pendidik dan tenaga kependidikan

p. melaksanakan fasilitasm dan pembinaan prestass
kelembagaan sekolah;

q. mengelola administrasi kepegawaian pendidik dan
tenaga kependidikan;

r. melaksanakan koordinasi dengan pengawas sekolah
dalam meningkatkan kualitas pendidikan,

8. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan
menumbuh kembangkan minat baca anak;

. mengatur pendayagunaan pendidik dan tenaga
kependidikan pada wilayah UPTD;

u. melaksanakan inventarisasi barang/Aset daerah
pada wilayah UPTD;

v. melaksanakan mventarisasi kebutuhan, usulan
pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana
pendidikan TK pada wilayah UFTD:

w. melaksanakan pembinaan pengelolaan

¥ &3

Pasal 6

(1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok
melaksanakan administrasi kurikulum, peserta didik,
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f. menviapkan bahan dan menyusun Rencana Kera

Anggaran dan melaksanakan pengelolaan
penatausahaan keuangan;

g. menviapkan bahan dan penyusunan program
kegiatan,

h. mengumpulkan, mengolah, dan menvajkan data
pelaksanaan kegiatan UPTD,

i. melaksanakan  penatausahaan barang dan
invertansir barang;

j. menyiapkan bahan dan menyvusun laporan
pertanggungiawaban keuangan;

k. menvusun laporan kinerja dan laporan sejenis
sesual tugas dan fungsinva;

. melaksanakan urusan surat-menyurat, kKearsipan,

dan perlengkapan;

mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan

melaksanakan tugas lain sesual bidang tugas dan

tanggung jawabnya.

- B

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

(1] Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai keahlian dan
kebutuhan.

(2] Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada avyat (1) terdin atas sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbag dalam kelompok-
kelompok sesual dengan bidang keahliannya.

(3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada avat (2) dipimpin dan dikoordinasikan
oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan
oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala
LUPTD.

(4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kena.

(5) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan

Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan vang berlaku.

Bagian Kedua
UPTD 8D

Paragraf 1
Susunan Organisasi



Pasal 8

(1) Susunan Organisasi UPTD SD terdiri atas:
a. UPTD SD;
b. Urusan Tata Usaha: dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD SD sehagaimana
tercantum dalam Lampiran [l yang merupakan bagian
tidak terpisahkan danr Peraturan Bupati ini.

Paragral 2
Tugas, Fungsi dan Uralan Tugas

Pasal 9

(1) UPTD SD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
belgjar mengajar, pembinaan personil, sarana prasarana
dan kurnikulum pendidikan tingkat sekolah dasar.

(2] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
avat (1), UPFTD 5D mempunvai fungsai:

a. penvusunan kebijakan operasional pengelolaan
UFTD SD;

b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi,
inventarisasi permasalahan-permasalahan serta
pelaksanaan pemecahan permasalahan vang
berhubungan dengan tugas-tugas pengelolaan
sekolah;

¢c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pengevailuasian dan pelaporan kegiatan sekolah;

d. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan
pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang
UugasSnva;

e. penyelenggaraan  proses pembelajaran sesuai
ketentuan berlaku;

. penyelenggaraan evaluasi hasil belajar peserta didik;

g. penvediaan sarana dan fasilitas belajar; dan

h. pengelolaan urusan ketatausahaan.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1),

sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan operasional pengelolaan UPTD
S

b. menetapkan perencanaan kinerja UPTD SD
berdasarkan Rencana Strategis/Rencana Kerja
Dinas,

c. melaksanakan kebjjakan umum dan teknis serta

mengoordinasikan kegiatan UPTD SD sesuai dengan

kebijakan Dinas dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan vang berlaku,

menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan

program dan rencana kegiatan UPTD SD;
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e. menghimpun dan mengolah data serta informasi
yang berhubungan dengan UPTD SD;

. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan
kerja sama dengan unit lain / mnstansi terkait dalam
rangka penvelenggaraan kegatan UPTD SD;

g. menvelenggarakan proses pembelajaran sesual
dengan ketentuan vang berlaku;

h. mengoordinasikan penvelenggaraan monitonng dan
evaluasi dibidang pelayanan pendidikan SD;

i. melaksanakan fasilitas: pelatihan teknis pendsdik;

j. menvelenggarakan kebijakan teknis kegiatan belajar
mengajar, pembinaaan tenaga edukatf dan non
edukatif, pengelolaan sarana prasarana dan
kunkulum dalam wilayah kerjanva;

k. membimbing, membina dan mengawasi kegiatan
belajar mengajar dan pengelolaan sarana prasarana
sekolah guna meningkatkan efektivitas dan ehisiens:

pelayanan di bidang pendidikan;

l. menyelenggarakan Unit Produksi Sekolah dalam
rangka meningkatkan kompetensi siswa.

m. melaksanakan koordinasi dengan stakeholder dalam

rangka peningkatan mutu pendidikan SD;

melaksanakan sosialisasi program kegiatan sekolah;
melaksanakan evaluas: hasil belajar peserta didik;
melaksanakan fasilitasi bimbingan konseling peserta
didik;

q. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestas
akademik dan non akademik peserta didik;

melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestasi

pendidik dan tenaga kependidikan;

° B

b

s. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestasi
kelembagaan sekolah;
L. mengelola administrasi kepegawaian pendidik dan

tenaga kependidikan;
L. melaksanakan Ia‘.mrl:llnam -::I:-Eng!m p-l:!'l.gawau
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bb. melaksanakan inventarisasi kebutuhan, usulan
pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana
pendidikan pada wilayvah UPTD:;

cc. melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan
ketatausahaan;

dd. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas UPTD SD; dan

ee. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang
tugas dan tanggungjawabnya.

Paragraf 3
Urusan Tata Usaha

Pasal 10

(I} Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok
melaksanakan administrasi kurikulum, peserta didik,
kepegawailan, keuangan, sarana dan prasarana,
hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sebagai berikut:

a. melaksanakan administrasi kurikulum;
D. melaksanakan administrasi peserta didik;
¢. melaksanakan administrasi sarana dan prasarana;

d. melaksanakan administrasi kepegawaian;

e.

f.

melaksanakan kegiatan hubungan masvarakat;
menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja
Anggaran dan melaksanakan pengelolaan
penatausahaan keuangan,

g. menyilapkan bahan dan penyusunan program
kegiatan;

h. mengumpulkan, mengolah, dan menvajikan data
pelaksanaan kegiatan UPTD;

i. melaksanakan penatausahaan barang dan
invertarisir barang;

j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan
pertanggungawaban keuangan;

k. menyusun laporan kinerja dan laporan sejenis
sesual tugas dan fungsinya;

|. melaksanakan urusan surat-menvyurat, kearsipan,

dan perlengkapan;

mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

tanggung jawabnya.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

2 B

Pasal 11
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(1] Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai keahlian dan
kebutuhan.

(2} Relompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdin atas sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional vang terbag dalam kelompok-
kelompok sesual dengan bidang keahliannya.

(3] Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan
oleh seorang tenaga fungsional senior vang ditetapkan
oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala
UPTD.

(4] Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayvat (2] ditentukan berdasarkan
Kebutuhan dan beban kerja.

(9] Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada avat (2) diatur
sesual  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan yvang berlaku.

Bagian Ketiga

Pasal 12

(1] Susunan Organisasi UPTD SMP terdiri atas:
a UFTD SMP;
h. Urusan Tata Usaha: dan

¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD SMP sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [l yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Tugas, Fungsl dan Uralan Tugas

Pasal 13

(1) UPTD SMP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
belajar mengajar, pembinaan personil, sarana prasarana
dan kurikulum pendidikan tingkat sekolah menengah
pertama.

(<] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), UPTD SMFP mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebjjakan operasional pengelolaan

UFTD SMFP,
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b. pengumpulan, pengolahan data dan mformasi,
inventansast permasalahan-permasalahan  serta
pelaksanaan pemecahan  permasalahan VAN

berhubungan dengan tugas-tugas pengelolaan
sekolah;

PETENCANAaan, pelaksanaan, pengendalian,
pengevaluasian dan pelaporan kegiatan sekolah;

d. penviapan bahan kebijakan, bimbingan dan
pembinaan serta petunjuk teknis sesual bidang
tugasnva;

¢. penvelenggaraan proses pembelajaran sesua:
ketentuan berlaku;

. penyelenggaraan evaluasi hasil belajar peserta didik;

g. penvediaan sarana dan fasilitas belajar; dan

h. pengelolaan urusan ketatausahaan.

(3] Uramian tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1],
stbagal bernkut:

a. menvusun kebijjakan operasional pengelolaan UFTD

SMP;

b. menetapkan perencanaan kmnena UPTD SMP
berdasarkan Rencana Strategis/Eencana Kena
[hnas;

¢c. melaksanakan kebnakan umum dan teknis serta
mengkoordinasikan kegiatan UPTD SMP  sesual
dengan kebjjakan Dhinas dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan vang berlaku;

d. menviapkan bahan dan melaksanakan penvusunan
program dan rencana kegiatan UPTD SMP;

¢. menghimpun dan mengolah data serta informasi
vang berhubungan dengan UPTD SMP;

[ menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan
kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam
rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD SMP;

g. menvelenggarakan proses pembelajaran  sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

h. mengkoordinasikan penvelenggaraan monitoring dan

evaluas: dibidang pelayanan pendidikan SMP;

i. melaksanakan fasilitasi pelatthan teknis pendidik;

j. menyelenggarakan kebijakan teknis kegiatan belajar

mengajar, pembinaaan tenaga edukatif dan non

edukatnf, pengelolaan sarana prasarana dan

kurikulum dalam wilayah kerjanva;

k. membimbing, membina dan mengawasi kegiatan

belajar mengajar dan pengelolaan sarana prasarana

sekolah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi

pelayanan di bidang pendidikan;

menvelenggarakan Umit Produksi Sekolah dalam

rangka meningkatkan kompetensi siswa;

melaksanakan koordinasi dengan stakeholder dalam

rangka peningkatan mutu pendidikan SMFP;
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kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana,
hubungan masvarakat, persuratan dan pengarsipan,
(2] Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sebagail berikut:
a. melaksanakan admmistras: kunkulum;
b. melaksanakan administras: peserta didik;
¢. melaksanakan administras: sarana dan prasarana;
d. melaksanakan administrasi kepegawaian;
e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;,
. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kenja

Anggaran dan melaksanakan pengelolaan
penatausahaan keuangan;

g. menviapkan bahan dan penvusunan program

kematan;

h. mengumpulkan, mengolah, dan menvajikan data
pelaksanaan kegiatan UPTD;

1. melaksanakan penatausahaan barang dan
invertarisir barang,;

J. menviapkan bahan dan menyusun laporan
pertanggunglawaban keuangan;

K. menyusun laporan kKinerja dan laporan sejenis
sesual tugas dan fungsinyva;

. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan,
dan perlengkapan;

m. mengelola keamanan dan kebersithan kantor; dan

n. melaksanakan tugas lain sesuat bhidang tugas dan
tanggung jJawabnya,

Paragrafl 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

(1] Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai keahlian dan
kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada avat (1) terdin atas sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan
oleh seorang tenaga fungsional semor yang ditetapkan
oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala
UFTLD,

(4 Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja.

(5) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
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n. melaksanakan sosialisasi program kegiatan sekolah:;

o. melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik;

p. melaksanakan fasilitasi bimbingan konseling peserta
didik;

q. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestasi
akademik dan non akademik peserta didik;

r. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestas:

pendidik dan tenaga kependidikan;

melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestasi

kelembagaan sekolah;

t. mengelola administrasi kepegawaian pendidik dan
tenaga kependidikan;

u. melaksanakan koordinasi dengan pengawas sekolah

dalam meningkatkan kualitas pendidikan;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan
terhadap siswa vang tidak mampu dengan instansi
terkait;

w. merumuskan program, mengatur, mengendalikan,

mengevaluasi dan mengkaji uji coba penerapan

model program peningkatan kualitas sekolah
menengah pertama,

melaksanakan dan mengevaluasi pengembangan

media dan bahan pembelajaran pendidikan sekolah
menengah pertama,

y. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan
menumbuh kembangkan minat baca siswa di
sekolah menengah pertama;

z. mengatur pendayagunaan pendidik dan tenaga
kependidikan pada wilayah UPTL),

an melaksanakan inventarisasi barang/Aset daerah
pada wilayah UFTL;

bb. melaksanakan inventarisasi kebutuhan, usulan

pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana
pendidikan sekolah menengah pertama pada wilayah
UPTD;

cc. melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan
ketatausahaan,

dd. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas UPTD SMP; dan

se. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang
tugas dan tanggungjawabnya.

Paragraf 3
Urusan Tata Usaha

Pasal 14

(1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas puku]c
melaksanakan administrasi kurikulum, peserta didik,
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sesual  dengan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan yang berlaku.
Bagian Keempat

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan

Pasal 16

(1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan
mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan
administras1 pada satuan pendidikan di wilayah
kenanva.

(2] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
avat (1), Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang
Pendidikan mempunyai fungsai:

a. pengumpulan data peserta didik, sarana,
prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pada
satuan pendidikan di wilayah kKerjanya;

b. pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan
angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan;

¢. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah

kerjanya;

pelaksanaan tugas administrasi di hingkungan

koordinator wilayah; dan

e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

BAB IV
TATA KERJA

Pazal 17

(1) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan
kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik nternal
maupun eksternal.

(2] Setiap pimpinan wunit organisasi bertanggung jawab

memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-

masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan unit organisas) dalam melaksanakan

tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

bawahan masing-masing.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan

mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada

atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada
waktunvya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan

organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan

dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan

(3)

(4]

(5)
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lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan
selanjutnva kepada bawahan.

(6] Dalam menyvampaikan laporan kepada atasan, tembusan
laporan wajib disamparkan juga kepada satuan
organisasi lain vang secara fungsional mempunyai
keterkaitan dan hubungan kerja.

{(7) Dalam upaya meningkatkan efektifitas kegiatan dan
pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja
Organisasl, setiap pimpinan unit organisasi wajib
mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

BAB YV
PENGANGEKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

(1] Kepala UPTD Satuan Pendidikan merupakan jabatan
fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2] Urusan taita usaha bukan merupakan jabatan struktural.

(3] Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan
bukan merupakan jabatan struktural.

(4] Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat
fungsional dan nonstruktural dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

BAB V1
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiavaan UPTD pada [hnas Pendidikan dan Kebudayaan
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan sumber pendapatan lainnva yang sah dan bersifat tidak
mengikat sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

(1) Nomenklatur baru sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bupati ini mulai berlaku efektif paling lambat 1 Januari
2020,

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
semua produk hukum dan/atau sejenisnya terkait
kepegawaian dan keuangan masih tetap berlaku sampai
dengan berlaku efektiinya Peraturan Bupati ini.




BAB VIII
KETENTUAN PERUTUF

Pasal 21

(1} Dengan berlakunva Peraturan Bupati ni,  Mmaka
Peraturan Bupati Tanah Laur Nomar 109 Tabhun 2010,
tentang Pembentukan, Organisasi dan [ata Aera Lo
Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidigan  dar
Kebudavaan Kabupaten Tanah Laut [Berta Dserah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor | 0% dicabut
dan dinvatakan tidak heriaku

(2) Peraturan Bupad i mulad berlaku pada Tanpgs)
diundangkan

Agar setiap orang dapal mengetahuinva, memenniangan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannva
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Lau?

Ditetapkan o Pelathan

nads tangsEal

BUPATI TANAH

¥ SURAMTA

Diundangkan di Pelathari
pada tanggal 28 Do S

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 NOMOR
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